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SALINAN
 

 
 

 
 

         
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  47  TAHUN  2021 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang:  a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi kelembagaan 
perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka 
Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry 
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

 
Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor  3); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY 

KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. 
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Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 104 Tahun 
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 

104), diubah sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (3) dihapus. 

2. Diantara Pasal 5 dengan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5A 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 
(1), khusus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang milik 

Daerah serta bidang kepegawaian, Direktur bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.  

 
Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

  
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 20 September 2021 

 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 
ACHMAD FIKRY 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal  20 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD NOOR 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 48 

 


